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RINGKASAN 

 

Penelitian ini membahas implementasi persyaratan dasar pemekaran kecamatan di 
Indonesia, dengan fokus pada rencana pemekaran Kecamatan Halong di Kabupaten 
Balangan, Kalimantan Selatan.  
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan 
kewenangan kepada daerah kabupaten/kota untuk membentuk kecamatan. 
Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2018 tentang Kecamatan, yang secara khusus mengatur persyaratan pembentukan, 
penggabungan, dan penyesuaian kecamatan. Salah satu daerah yang berencana 
melakukan pemekaran kecamatan adalah Kabupaten Balangan, Kalimantan 
Selatan, dengan rencana pemekaran Kecamatan Halong. Kecamatan Halong 
memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Balangan dan jumlah penduduk 
terbanyak, sehingga perlu dibentuk Kecamatan baru hasil pemekaran yaitu 
"Kecamatan Uren" untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam 
rangka mewujudkan rencana pemekaran kecamatan tersebut, pemerintah daerah 
harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2018, yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan 
administratif. Penelitian ini berfokus pada implementasi persyaratan dasar 
pemekaran kecamatan pada proses pemekaran Kecamatan Halong. 
 
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi persyaratan 
dasar pada proses pemekaran Kecamatan Halong. Secara khusus, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan persyaratan dasar dan 
mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan 
metode yuridis-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi. Hasil 
penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam 
menerapkan aturan terkait persyaratan pemekaran kecamatan, serta 
mengidentifikasi kelemahan atau kendala yang perlu diperbaiki dalam regulasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris (socio-legal research) 
Penelitian hukum yuridis menggunakan data pustaka sebagai sumber sekunder; 
penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan.   Penelitian 
hukum empiris, adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber data yang 
diperoleh secara langsung dari aktivitas masyarakat melalui penelitian lapangan. 
yang tujuannya adalah untuk mendapatkan deskripsi lengkap mengenai keadaan 
hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu. Berdasarkan penjelasan 



sebelumnya, tipe penelitian yang paling tepat untuk penelitian empiris normatif 
adalah tipe penelitian preskriptif (prescriptive research). Alasan utamanya adalah 
karena penelitian empiris normatif memiliki tujuan utama untuk merumuskan 
norma, standar, pedoman, atau rekomendasi yang seharusnya berlaku dalam suatu 
konteks atau situasi tertentu. Sifat preskriptif ini menjadi ciri khas dari penelitian 
empiris normatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 
pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dalam penelitian hukum 
normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris. Untuk 
menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder, yang diinventarisasi, diklasifikasi dan dianalisis 
menggunakan teknik analisis deskriptif sehingga diperoleh solusi yang tepat. 
Kemudian bahan hukum tersebut diolah dengan membagi bahan hukum sesuai 
dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab 
isu hukum yang telah dirumuskan. 
 
Implementasi ketentuan pemekaran wilayah secara umum termuat dalam ketentuan 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana dalam peraturan ini  mengatur 
prinsip-prinsip umum pemerintahan daerah termasuk pembentukan kecamatan. 
Sedangkan dalam  PP No. 17 Tahun 2018 memberikan landasan hukum yang jelas 
dan terperinci mengenai proses pemekaran kecamatan, termasuk Kecamatan 
Halong di Kabupaten Balangan. Kedua peraturan ini bertujuan untuk memastikan 
bahwa pembentukan kecamatan dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan efektivitas pelayanan 
publik dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Implementasi 
ketentuan persyaratan pemekaran kecamatan ini terhadap proses pemekaran 
Kecamatan Halong harus memperhatikan kondisi spesifik daerah dan memastikan 
pemenuhan semua persyaratan yang ditetapkan. 
 
Hambatan dalam penerapan ketentuan persyaratan dasar dalam proses pemekaran 
kecamatan Halong menghadapi serangkaian kendala yang saling terkait dan 
kompleks, melibatkan aspek kewilayahan, aspek administratif dan prosedural serta 
keadaan sosial politik dalam Masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala yang 
ada memerlukan pendekatan yang komprehensif, adaptif dan partisipatif  yang 
memerlukan sinergi dari pemerintah pusat , daerah dan Masyarakat untuk 
memastikan bahwa proses pemekaran tidak hanya membawa manfaat nyata bagi 
peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Halong. 
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ABSTRACT 

 
Keywords: Sub-district expansion; Policy implementation; Basic requirements: 
Halong District; 
 
This research focuses on the process of expansion of Halong District in Balangan 
Regency, South Kalimantan, and how the basic requirements for sub-district 
expansion are regulated in Article 4 Number (1) of Government Regulation Number 
17 of 2018 are implemented.  
The purpose of this study is to see whether the expansion process of Halong District 
is in accordance with applicable regulations and to find out the factors that affect 
the implementation of the policy. Descriptive qualitative research is used to collect 
data through interviews, observations, and reviewing documents.  
The results show that the expansion process of Halong District has met most of the 
basic requirements set, but there are some problems in carrying out the process, 
especially related to demographics and the availability of facilities. In addition, this 
study shows that community participation and coordination between stakeholders 
are very important in the formation of effective sub-district expansion. It is hoped 
that these findings will help evaluate and refine Indonesia's territorial expansion 
policy. 
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